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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perbandingan hukum hak milik atas tanah antara 

Indonesia (UU No 5 Tahun 1960) dengan Singapura, terdapat beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, proses pendaftaran tanah di 

Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan sertifikat 

tanah dan cenderung memakan waktu lama serta rumit. Di Singapura, 

pendaftaran tanah dilakukan melalui Singapore Land Authority (SLA) dengan 

menggunakan sistem elektronik (Land Titles System/LTS), yang menjadikan 

prosesnya relatif cepat dan efisien. 

Kedua, dalam hal perlindungan hukum, Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemilik 

tanah melalui sertifikat tanah, pendaftaran, dan proses hukum. Namun, sistem 

hukum Singapura memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak 

pemilik tanah dengan pendaftaran tanah dan penggunaan sertifikat elektronik, 

memberikan kepastian hukum yang tinggi. 

Ketiga, penyelesaian sengketa tanah di Indonesia melibatkan proses 

hukum dan pengadilan, sedangkan di Singapura, penyelesaian sengketa tanah 

dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang efisien serta penyelesaian 

alternatif seperti mediasi dan arbitrase. 

Keempat, terkait batasan penggunaan lahan, di Indonesia terdapat 

batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Di Singapura, 

 

 



 

67 

 

penggunaan lahan sangat teratur dan terkontrol dengan zonasi yang jelas 

untuk berbagai kepentingan. 

Dengan demikian, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa 

Singapura memiliki proses pendaftaran tanah yang lebih efisien, perlindungan 

hukum yang lebih kuat, penyelesaian sengketa yang lebih efisien, dan 

pengaturan penggunaan lahan yang lebih teratur. Indonesia dapat 

memperbaiki proses pendaftaran tanah, meningkatkan perlindungan hukum, 

mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dan 

meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terkait batasan 

penggunaan lahan dengan melihat praktik terbaik yang diterapkan oleh 

Singapura. 

B. Saran 

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan untuk meningkatkan sistem hukum hak milik atas tanah di 

Indonesia. 1) Pertama, diperlukan peningkatan efisiensi proses pendaftaran 

tanah di Indonesia. Upaya harus dilakukan untuk menyederhanakan dan 

mempercepat proses pendaftaran tanah dengan memanfaatkan teknologi yang 

tepat. 

2) Kedua, perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah perlu diperkuat di 

Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan 

pembaruan sistem pendaftaran tanah, sehingga memberikan kepastian hukum 

yang lebih tinggi bagi pemilik tanah. 

 

 



 

68 

 

4) Tidak kalah pentingnya, diperlukan peningkatan pengawasan dan 

penegakan hukum terkait dengan batasan penggunaan lahan di Indonesia. 

Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif akan 

membantu menjaga keteraturan penggunaan lahan dan mencegah pelanggaran 

yang dapat merugikan masyarakat. 

5) Terakhir, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan oleh 

Singapura dalam pengembangan hukum hak milik atas tanah. Pertukaran 

pengetahuan antara kedua negara akan memberikan kesempatan bagi 

Indonesia untuk mempelajari dan menerapkan praktik-praktik yang telah 

terbukti berhasil di Singapura, sehingga dapat memperbaiki sistem hukum hak 

milik atas tanah di Indonesia. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Indonesia 

dapat menghadirkan perbaikan signifikan dalam proses pendaftaran tanah, 

perlindungan hukum, dan pengawasan penggunaan lahan. Hal ini akan 

membawa manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. 
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